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MOTTO 

 

 

رْطِ اَنْ يُ وَفَى بهِِ مَاسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الْفُرُوْجَ   اِنَّ اَحَقَّ الَشُّ

“Sebenarnya diantara syarat-syarat yang paling wajib dipenuhi, ialah syarat-

syarat dalam menghalalkan kemaluan” 

(H.R. Muslim)1 

 

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat dari perkawinan yang sah”2 

 

 

  

                                                           
1
Muslim, Terjemah Hadis Shahih Muslim 2, Terj. A Razak Dan Rais Latif  (Jakarta: Pustaka Al-

Husna, 1988), 170 
2
Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam(Bandung: 

Citra Umbara,2013)14 dan 352. 
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ABSTRAK 

Perkawinan dalam islam adalah suatu ikatan atau perjanjian yang kuat 

antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. 

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa perkawinan sebagai 

mitsaqanghalidhan. Akan tetapi ikatan dalam perkawinan tidak serta merta bisa 

dilaksanakan oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Karena dalam 

perkawinan tidak terlepas dari rukun serta syarat-syaratyang harus dipenuhi dan 

juga larangan-larangan yang harus yang harus dihindari. Baik rukun serta syarat-

syarat dan juga larangan-larangan yang ditentukan oleh syara’ maupun 

perundang-undangan. 

Karena bagi seorang yang ingin melakukan perkawinan baik laki-laki 

maupun perempuan harus memenuhi rukun serta syarat-syarat perkawinan 

tersebut, dan juga larangan-larangan dalam perkawinan harus dihindari. Jika salah 

satu saja dari rukun serta syarat-syarat dalam perkawinan tidak terpenuhi dan 

larangan-arangan juga tidak dihindari maka perkawinan tersebut batal, baik 

perkawinan batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan. 

Makadariitupenelitidisinimemfokuskanpenelitiannyapadabeberapahalseba

gaiberikut: 1)Bagaimana kedudukan hubungan darah (Qarabah) anak yang lahir 

dari perkawinan yang dibatalkan? 2) Bagaimana pandangan hukum islam 

mengenai pembatalan perkawinan dan implikasinya terhadap hak kewarisan 

anak?. Dan secara praktis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih 

mendalam mengenai bagaimana kedudukan (Qarabah) anak dari perkawinan 

yang dibatalkan menurut hukum islam khususnya di Indonesia serta mengetahui 

bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hak kewarisan anak dari perkawinan 

yang dibatalkan. 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kajian 

pustaka (library research). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-

dokumen seperti perundang-undangan. dan juga buku-buku, kitab, tesis, disertasi 

dan sebagainya seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan dalam islam. 

Dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dengan cara 

deskriptif-analitik yaitu berusaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, 

kemudian data tersebut dianalisis serta menggunakan content analysis dengan 

menganilis isi dari sumber, baik sumber primer maupun skunder yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti disini yaitu 

mengenai hak atau kedudukan hubungan darah (Qarabah) anak serta hak 

kewarisan anak dari perkwinan yang dibatalkan, dengan pertimbangan 

kemaslahatan anak dari perkawinan itu sendiri. Sebagai konsekuensi dari akibat 

ketidak hati-hatian atau ketidaktahuan seseorang melakukan perkawinan sehingga 

perkawinan tersebut dibatalkan, maka anak tersebut harus diakui sebagai anak 

yang sah bagi ayahnya. Maka dia juga berhak mewarisi harta ayah kandungnya 

tersebut. 
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Transliterasi Arab-Indonesia yang dipakai dalam penysunan skripsi ini 

berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiyah yang diterbitkan oleh 

STAIN Jember Press tahun 2014. 

No Arab Indonesia 

 ` ا 1

 b ب 2

 t ت 3

 ts ث 4

 j ج 5

 h ح 6

 kh خ 7

 d د 8

 dz ذ 9

 r ر 10

 z ز 11

 s س 12

 sy ش 13

 sh ص 14

 dl ض 15

 ţ ط 16

 zh ظ 17

 ' ع 18

 gh غ 19

 f ف 20

 q ق 21

 k ك 22

 l ل 23

 m م 24

 n ن 25

 w و 26

 h ه 27

 ¸ ء 28

 y ي 29
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu sisi keistimewaan agama Islam adalah memberikan 

perhatian terhadap fitrah manusia dan memperlakukannya secara realistis. 

Islam sama sekali tidak mengekang atau memenjarakannya, tapi justru 

mensucikan dan menganngkat derajatnya. Salah satu dari fitrah manusia 

tersebut adalah adanya perasaan saling suka antara lawan jenis (laki-laki 

dan perempuan). Adapun fitrah yang lain adalah adanya keinginan untuk 

memiliki keturunan. Islam kemudian menunjukkan cara pergaulan yang 

benar antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan perkawinan.
1
 

Allah SWT menjadikan perkawinan tersebut sebagai satu-satunya 

sarana yang paling afdlal untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam bingkai 

perkawinan inilah setiap suami maupun istri berharap mendapatkan 

keturunan yang baik dan mulia, sehingga nantinya anak-anak yang terlahir 

akan menjadi penerus perjuangan dan kemuliaan sebagai manusia.
2
 

Akan tetapi, jika tujuan perkawinan hanya ingin memperoleh 

keturunan, maka perkawinan bukanlah hal yang mutlak diperlukan. Hal itu 

dapat dilakukan dengan cara menyewa rahim perempuan untuk membuahi 

sperma atau melakukan hubungan diluar perkawinan yang juga  bisa 

dikatakan dengan zina, karena perkawinan dengan berzina antara 

keduanya sama-sama dapat melahirkan keturunan. Syariat Islam berkaitan 

                                                           
1
 Busriyanti, Fiqih Munakahat (Jember: Stain Jember Press, 2013), 1-2. 

2
 Ibid., 11. 
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dengan perkawinan bukan hanya masalah melahirkan keturunan semata, 

melainkan juga  menjaga keturunan yang merupakan amanah dari sang 

maha pencipta. Perkawinan adalah bagian dari tujuan syariat Islam yakni 

memelihara keturunan (Hifzh an-Nasl), dengan cara memelihara agama, 

akal, jiwa, dan harta kekayaan. Oleh karena itu meskipun persetubuhan 

yang ilegal itu membuahkan keturunan, keberadaan keturunan tersebut 

dianggap tidak sah. Sebab, keturunan yang dimaksud adalah keturunan 

yang sah melalui perkawinan.
3
 

Kawin atau perkawinan adalah asas hidup yang paling utama 

dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja 

merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah 

tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan 

menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan 

perkenalan itu akan menjadi interelasi antara satu kaum dengan kaum yang 

lain.
4
 

Ikatan perkawinan tidak serta merta bisa dilaksanakan oleh setiap 

orang, baik laki-laki maupun perempuan. Karena dalam perkawinan tidak 

terlepas dari rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta larangan-

larangan yang harus dihindari bagi orang-orang yang ingin melaksanakan 

perkawinan. Menurut jumhur ulama’ rukun perkawinan ada lima dan 

                                                           
3
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2010 ), 44. 

4
 Ibid., 11. 
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masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu,
5
 yang akan dibahas 

dalam kajian teori pada selanjutnya. Adapun didalam Undang-Undang No 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan bahwasanya 

perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu karena 

“perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-

syarat untuk melangsungkan perkawinan”.
6
 Dengan demikian 

terpenuhinya rukun serta syarat-syarat dan juga larangan-larangan 

perkawinan juga dihindari sebagaimana yang telah di tetapkan oleh syara’ 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan 

tersebut dapat dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum.
7
 

Dan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun serta 

syarat-syarat dan larangan-larangan dalam perkawinan tidak dihindari 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara’ serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap rusak (fasid) 

atau batal (batil). Sebagaimana pendapat Abdurrahman Al-Jaziri yang 

dikutip oleh Abdul Manan bahwasanya perkawinan yang rusak (fasid) 

adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya untuk 

melaksanakan perkawinan, sedangkan perkawinan yang batal (batil) 

adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun perkawinan yang telah 

                                                           
5
 Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2004),62. 

 
6
Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam 

(Bandung: Citra Umbara,2013), 8. 
7
 Busriyanti, Fiqih Munakahat, 17. 
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ditetapkan oleh syara’.
8
 Apabila dalam perkawinan terjadi suatu 

pelanggaran perkawinan baik para calon suami atau istri melanggar 

larangan-larangan atau tidak memenuhi salah satu dari rukun dan syarat-

syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka perkawinan 

tersebut tidak sah dan dapat di batalkan atau diputuskan sebagaimana 

sudah diterangkan diatas. 

Adapun perkawinan pada dasarnya merupakan perikatan jangka 

panjang, yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi suami istri sampai 

berakhirnya ikatan tersebut. Lahirnya anak atau keturunan secara otomatis 

menimbulkan hubungan mewarisi antara orang tua dengan anak, begitu 

juga terhadap ahli waris keluarga terkait, karena pada dasarnya hubungan 

perkawinan merupakan salah satu sebab adanya hubungan saling 

mewarisi.
9
 

Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
10

 Kemudian dalam 

hal ini juga diperjelas didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 

poin a dan b disebutkan bahwa “anak yang sah adalah: anak yang 

dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dan hasil 

pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri 

                                                           
8
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2008), 40.  
9
 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama 1 (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996),231. 
10

 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 14.  
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tersebut”.
11

  Jadi anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang 

sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan 

(kewarisan) anak melekat padanya serta berhak memakai nama di 

belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.
12

 

Adapun kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling 

sempurna di kemukakan oleh al-Qur’an. Nash-nash yang menjadi dasar 

hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa 

membutuhkan penafsiran.
13

 Adapun dasar hukum kewarisan pada 

dasarnya bersumber kepada beberapa ayat al-Qur’an dan hadits. Hukum 

kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, 

bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling 

banyak ditemui dasar  atau sumber hukum kewarisan itu terdapat dalam 

surat an-Nisa’, disamping surat-surat lainnya hanya sebagai pembantu.
14

 

Adapun dasar atau sumber dari hukum kewarisan Islam sebagai 

berikut: al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 1 

                       

                         

                       
 

                                                           
11

 Ibid., 352. 
12

 Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata, 78-79. 
13

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 61. 
14

 Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),45.  
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Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya 

Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan 

bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasi kamu.
15

 

 

Dari penjelasan ayat tersebut diatas dapat ditarik beberapa 

kesimpulan tentang garis hukum yaitu: 

1. Tentang terjadinya manusia, bahwa manusia diciptakan Allah SWT 

dari satu zat (tanah) atau benda yang telah disucikan. Dari zat itu pula 

diciptakan pasangannya (nabi adam kemudian siti hawa). Dan dari 

keduanya memancar lahirlah manusia laki-laki dan perempuan yang 

banyak, mereka dapat berhubungan dalam perkawinan. Disini dapat 

kita lihat bahwasanya Allah SWT telah meletakkan dasar-dasar 

hukum perkawinan. 

2. Bahwa dalam  surat an-Nisa’ ayat 1 ini, Allah SWT juga telah 

meletakkan dasar-dasar hukum kewarisan, hal ini dapat terlihat dari 

kalimat (kata-kata) perhatikanlah oleh kamu ñArhaamò (hubungan 

silaturrahim) yaitu hubungan kekeluargaan yang selanjutnya berlaku 

hukum kewarisan.
16

 

Setelah itu Allah SWT mempertegas mengenai masalah kewarisan 

tersebut yang terdapat pada ayat selanjutnya yaitu surat an-Nisa’ ayat 11 

sampai 12 sebagai berikut:  
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 Departemen Agama RI,  Al-Qurôan Dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2000), 61. 
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 Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam, 46. 
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